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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan InformasiPublik ( LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4724);

4. Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur
Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modaldan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas
pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat dan aparat dalam bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu diatur standar
operasional prosedur pengaduan pelaksanaan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas
Penanaman Modaldan PelayananTerpadu Satu Pintu;

BUPATI LOMBOK TENGAH,

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten LombokTengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati LombokTengah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati LombokTengah;

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah tahun 2012 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah adalah
SKPD/ OPD yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara efektif dan efesien
guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh
aparatur;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan
Terpadu Satu Pintu;

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Kepala Seksi/Sub Bagian adalah Kepala Seksr/Sub Bagian pada Dinas
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Tim Pembina adalah Tim Kerja yang mempunyai wewenang melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

13. TimTeknis Pengaduan adalah kelompokkerja yang terdiri dari unsur-unsur
Perangkat Daerah yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk
menangani pengaduan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

14. Tim Yustisi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur
Forkompinda dan Perangkat Daerah yang terkait dan mempunyai
kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran
penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

15. Pemohon/Pengadu adalah perorangan, badan atau lembaga yang
berkepentingan terhadap proses dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal yang
dilaksanakan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayahRepublikIndonesia;

17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing;

18. Penanam ModalDalam Negeriadalah perseorangan warga NegaraIndonesia,
badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di wilayahRepublikIndonesia.

19. Penanaman ModalAsing adalah perseorangan warga Negara asing, badan
usaha asing, danj'atau pemerintah asing yang melakukan penanaman
modal di wilayahRepublik Indonesia;

20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan,
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen,
yang dilakukan pada satu tempat;
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Penyelenggaraanpenanganan pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu berasaskan :

a. Kepentinganumum;
Asas kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh
mengutamakankepentinganpribadidan atau golongan

b. Kepastianhukum;

Bagian Kesatu
Asas Pelayanan

Pasal4

BABIII
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN

(1) Tim Pembina dan TimTeknis Pengaduan dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) TimPembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melakukan pembinaan
terhadap penyelenggaraanpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.

(3) Tim Teknis Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
penanganan pengaduan terhadap penyelengaraan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

(4) TimYustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melakukan upaya-upaya
penegakan hukum yang terkait dengan penyelenggaraanpenanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja Organisasi

Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal3

(1) Dalam proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan pelaksanaan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, organisasipelayanan
terdiridari :
a. TimPembina;
b. DPMPTSP;
c. TimTeknisPengaduandan;
d. TimYustisi.

Bagian Kesatu
Organisasi Pelayanan

Pasa12

BAB II
PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

21. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
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Bagian Ketiga
Sasaran Pelayanan

Pasa16

Sasaran Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelaksanaan Penanaman
Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :
a. Tercapainyatingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan;
b. Terlaksananya kemudahan pelayanan pengaduan.

Bagian Kedua
Tujuan Pelayanan

Pasa15

Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu bertujuan :
a. Memberikanperlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. Mewujudkan pelayanan pengaduan yang cepat, mudah, transparan, pasti

dan terjangkau;

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
pelayanan

c. Kesamaan hak;
Yaitu pemberian pelayanan, tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan

e. Profesionalisme;
Yaitu pelaksanakan pelayanan harus memliki kompetensi yang sesuai
dengan bidang tugas.

f. Partisipatif;
Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

g. Keterbukaan;
Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperolehinformasimengenai informasiyang diinginkan.

h. Persamaan perlakuanjtidak diskriminatif;
Yaitu setiap wargaNegaraberhak memperolehpelayanan yang adil.

1. Akuntabilitas;
Yaitu perwujudan kewajiban unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkanpengelolaandan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompokrentan;
Yaitu perlakuan dan perlindungan lebih terhadap penyandang disabilitas
yang berhak memperolehtindakan aktif dan fasilitas untuk melindungi
hak-hak dan kepentingan-kepentinganmereka.

k. Ketepatanwaktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, cepat, mudah dan
terjangkau.
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(1) PengaduanLangsung:
a. Pelaporjpengadumendatangipetugas secara langsung;
b. PelaporjpengadumengisiBuku RegisterPengaduan;
c. PelaporjpengadumengisiFormulirPengaduan;
d. Pelaporjpengadu melampirkanbukti identitas diri;
e. Pelaporjpengadumenerima bukti pengaduanjlaporan.

(2) PengaduanTidakLangsung:
a.Pelaporjpengadu mengirimkanlaporan secara tertulis melaluikotak saran;
b.Pelaporjpengadu menyampaikanlaporan melalui suratjemailjmedia sosial
lainnya;

c.Pelaporjpengadumelampirkanbukti identitas diri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pasal 9

Jenis pengaduan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu sebagaiberikut :
1. Pengaduan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu.
2. Pengaduan terhadap produk penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.

Bagian Kedua
Jenis Pengaduan

Pasa18

Ruang lingkup pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu meliputi :
a. Pelaksanaan penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelayanan pengaduan terhadap produk penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;
c. Pembinaanpenanaman modal;
d. Pengawasan, pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasa17

BABIV
RUANG LINGKUP PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)huruf c,
adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan
sebuah pengaduan;

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling
kurang meliputi :
a. Kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
b. Surat-surat keterangan yang terkait;
c. lzin-izin yang terkait;
d. Pemyataan tertulis mengenai keberatan dari masyarakat yang terkena

dampak usaha jkegiatan; dan
e. Dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan Yuridis

Pasal13

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,
adalah persyaratan yang menunjang materi pelaporan;

(2) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),meliputi :
a. Jenis, sifat dan karakteristik pelanggaran yang sesuai dengan

pengaduan yang disampaikan; dan
b. Penyelenggaraan layanan, produk layanan serta dampak produk

penanaman modal dan pelayana terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal12

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek
ketatausahaan sebagai dasar pelaporan yang dituangkan dalam formulir
pengaduan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal11

(1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus
memenuhi persyaratan :
a. Administrasi
b. Teknis
c. Yuridis dan
d. Waktu

(2) Kepala DPMPTSPmenetapkan persyaratan administrasi, teknis, yuridis,
waktu pengaduan sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis
pengaduan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kesatu
Umum
Pasall0

BABV
PERSYARATAN PENGADUAN
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(1) DPMPTSPdalam menyelenggarakanpelayanan pengaduan langsung dan
pelayanan pengaduan tidak langsung sebagaimanadimaksud dalam pasal8
dilaksanakan secara elektronik dan manual sesuai peraturan perundang­
undangan yangberlaku dan perkembanganteknologiinformasi.

(2) Dalam hal pelayanan pengaduan secara elektronik, DPMPTSPdapat
menggunakan system aplikasi, persyaratan dan mekanisme dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan pasal 4 dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

(3) Penyesuaian system aplikasi, persyaratan dan mekanisme sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),dapat dilakukan denganketentuan sebagaiberikut:
a. Terjadiperubahan regulasipada PemerintahPusat dan/ atau;
b. Terjadiperubahan regulasipada PemerintahDaerah.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan Langsung dan
Pelayanan Pengaduan Tidak langsung

Pasal16

(1) Pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung.

(2) Pelayanan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah pelayanan pengaduan yang diselenggarakan oleh pemerintah
dalam hal ini DPMPTSPkepada pihak lain secara tatap muka dan
diadministrasikansesuai ketentuan yangberlaku.

(3) Pelayananpengaduan tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
adalah pelayanan pengaduan yang diselenggarakanoleh pemerintah dalam
hal ini DPMPTSPkepada pihak lain melalui perantara berupa surat, email
dan media sosial lainnya yang diadministrasikan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Bagian Kesatu
Pelayanan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal15

BABVI
TATA CARAPELAYANAN

(1) Persyaratanwaktu sebagaimanadimaksud dalam pasal 10 ayat (1)huruf d,
adalah waktu yang diperlukanuntuk menanganisebuah laporan.

(2) Dalamhal penanganan pelaporantidak terselesaikanpada waktu yangtelah
ditentukan, maka akan diselesaikansesuai waktu yang dibutuhkan.

(3) Penanganan pengaduan palinglambat dimulai7 (tujuh)hari setelah laporan
pengaduan diterima.

Bagian Kelima
Persyaratan Waktu

Pasal14
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Penerimaan pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dilaksanakan dengan cara:
(1) Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan mengisi formulir

pengaduan;
(2) Pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung/tertulis akan dicatat

dalam formulir pengaduan; dan
(3) Semua jenis pengaduan dicatat dalam register pengaduan.
(4) Setelah pengaduan dicatat dalam register pengaduan pengaduZpelaporakan

menerima bukti pengaduan.

Paragraf2
Penerimaan Pengaduan

Pasal19

Penyampaian pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dilaksanakan dengan secara langsung atau tidak Iangsung/tertulis;

Paragraf 1
Penyampaian Pengaduan

Pasal18

Bagian Kedua
Tahapan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Tata cara pelayanan pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan dengan
tahapan :
a. Penyampaian Pengaduan
b. Penerimaan Pengaduan
c. Inventarisasi Pengaduan
d. VerifikasiBerkas Pengaduan
e. Inventarisasi dan ValidasiBerkas Pengaduan
f. IdentifikasiPengaduan
g. KoordinasiDenganBidang/Iristansi TeknisTerkait
h. Pengalihan ke Instansi TeknisTerkait
1. Pemeriksaan Lapangan
J. Berita AcaraPemeriksaan Lapangan
k. Mediasi

Bagian Kesatu
Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal17

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tahapan identifikasipengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :
(1) Identifikasi pengaduan dilakukan oleh Kepala Seksi yang membidangi

pengaduan;
(2) Identifikasi dilakukan terhadap pengaduan yang diterima secara langsung

10

Paragraf6
Identifikasi Pengaduan

Pasa123

Inventarisasi berkas/dokumerr/informasi pengaduan pelaksanaan penanaman
modaldan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) Inventarisasi dilakukan olehPetugas;
(2) Pada tahap ini KepalaSeksi:

a. Memeriksakembaliseluruh berkas;
b. Kepala Seksi wajib melakukan validasi berkas atas pengaduan

pelaksanaan penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu ;
c. Memintakelengkapanberkas yangdibutuhkan; atau

(3) Dalam hal pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu memerlukan kajian teknis dari bidang terkait, dokumen
akan diteruskan kepada TimTeknisatau petugas teknis terkait;

(4) Dalamhal pengaduan pelaksanaan penanamn modaldan pelayanan terpadu
satu pintu tidak memerlukan kajian teknis, dokumen diteruskan kepada
KepalaBidang.

Paragraf5
Inventarisasi dan Validasi Berkas Pengaduan

Pasa122

Tahapan verifikasi pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :
(1)Verifikasi berkas pengaduan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh

KepalaDPMPTSP;
(2)Verifikasi dilakukan terhadap berkas pengaduan yang diterima secara

langsungmaupun tidak langsung;
(3)Petugas verifikasi dapat meminta kelengkapan berkas sebagai bahan

pertimbanganuntuk tindakan selanjutnya.
(4)Petugas verifikasi melakukan tugas verifikasi sesuai dengan urutan

diterimanyapengaduan baik secara langsungmaupun tidak langsung.

Paragraf4
Verifikasi Berkas Pengaduan

Pasa121

Tahapan inventarisasi pengaduan pelaksanaan penanaman modaldan pelayanan
terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut:
(1)Inventarisasi pengaduan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala

DPMPTSP;
(2)Inventarisasi pengaduan dilakukan terhadap pengaduan yang diterima

dengan cara mencatat pengaduan beserta dokumenpelengkapnya;

Paragraf3
Inventarisasi Pengaduan

Pasa120
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(1) Berita AcaraPemeriksaanLapanganadalah sebuah dokumen legalitasyang
berisi catatan berupa data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan
bukti suatu atau kegiatan tertentu.

Paragraf 10
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

Pasa127

(1) Pemeriksaan lapangan adalah upaya untuk mendapatkan data dan
informasi yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi tempat
usahajkegiatan.

(2) Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tim Teknis
bidang terkait dan OPDteknis terkait.

(3) Sumber data dan informasi harus dapat memberikan informasi secara
maksimal.

(4) TimTeknismerekamdata baik itu berupa informasilisan, tertulis danj atau
gambar.

(5) Data dan informasiyang didapat harus mendapat validasi dari para pihak
yang hadir di lapangan.

Paragraf9
Pemeriksaan Lapangan

Pasa126

(1) KepalaBidangmembuat telaah teknis berdasarkan informasidan masukan
dari Kepala Seksi dan atau Tim Teknis tentang kemungkinan pengalihan
pengaduan ke Instansi Teknislain yangrelevan.

(2) Apabila berdasarkan hasil kajian Kepala Seksi dan atau Tim Teknis
dimungkinkan untuk pengalihan pengaduan ke Instansi Teknis lain, maka
KepalaDinasmenerbitkan surat tentang pengalihanpengaduan dimaksud.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pengaduan ke Instansi Teknis lain DPMPTSP
menyampaikanpemberitahuan kepada pengadujpelapor tentang pengalihan
pengaduan dimaksud.

Paragraf8
Pengalihan Ke Instansi Teknis Terkait

Pasa125

(1) Kepala Bidang harus memeriksa kembali berkas pengaduan yang telah
diverifikasidan divalidasioleh KepalaSeksi danj atau TimTeknisdanj atau
StafTeknisDPMPTSP.

(2) KepalaSeksi Pengaduanmembuat telaah teknis berdasarkan informasidan
masukan dari Kepala Seksi dan atau Tim Teknis tentang perlu tidaknya
koordinasidenganBidangjlnstansi teknis terkait.

(3) Apabiladiperlukan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait KepalaDinas
menerbitkan surat untuk melakukan kerjasama teknis dimaksud.

Paragraf7
Koordinasi Dengan Bidang/Instansi Teknis Terkait

Pasa124

maupun tidak langsung;
(3) Identifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan

untuk memeriksa, meneliti, mempelajari pengaduan, kelengkapan dan
kesesuaian dokumen yang disertakan dengan dokumen yang ada;
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(1) Bimbingan, sosialisasi, workshop atau bimbingan teknis atau dialog
mengenai ketentuan penyelenggaraanpengaduan pelaksanaan penanaman
modaldan pelayanan terpadu satu pintu;

(2) Pemberian konsultasi pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

(3) Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
merealisasikanpenanaman modalnya.

Khusus kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraanpengaduan pelaksanaan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 ayat (1),dilaksanakan melalui :

Pasa130

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap proses penanganan pengaduan
pelaksanaan penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan olehKepalaDPMPTSPsecara berkala danIatau insidentil.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan secara melekat
dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara fungsional oleh aparat
pengawasan fungsional

BABVUI
PEMBINAAN
Pasa129

(1) Mediasiadalah upaya penyelesaiankonflikdengan melibatkan pihak ketiga
yang netral, yang tidak memilikikewenangan mengambilkeputusan yang
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi)
yang diterimaolehkedua belah pihak.

(2) Penyelesaian konflik dengan cara mediasi dan diterima oleh para pihak
harus dituangkan dalamBeritaAcaraMediasi.

(3) Penyelesaian konflik dengan cara mediasi yang dituangkan dalam Berita
Acara Mediasi adalah sah dan berlaku bagi para pihak yang
berkepentingan.

(4) Berita Acara Mediasi ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan
diketahui olehOPDteknis terkait.

Paragraf 11
Mediasi
Pasa128

(2) Hasil pemeriksaan lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan.

(3) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan harus memuat data dan informasi
terkait subyek dan obyek yang diperiksa.

(4) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan harus ditandatangani oleh para pihak
yang hadir di lapangan.
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(1) Setiap dokumen pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu, tembusannya wajib disampaikan kepada Organisasi
Perangkat Daerah teknis terkait secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali
pada awal bulan berikutnya untuk bahan pengawasan dan pengendalian
oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

(2) Pengawasan yang bersifat teknis setelah izin dan non izin diterbitkan oleh
DPMPTSPdilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasa133

(1) Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan administratif terhadap setiap
pelaksanaan pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pengaduan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara regular
dan /atau insidentil yang dituangkan dalam berita acara hasil survey
Iapangarr/ peninjauan lapangan.

Pasa132

(1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan pengaduan pelaksanaan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu DPMPTSP bertanggung jawab
secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada
organisasi perangkat daerah terkait.

(2) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan
pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara
fungsional oleh aparat pengawasan fungsional.

(3) Kepala DPMPTSPmelakukan evaluasi dan pengawasan administratif secara
berkala dan / atau insidentil terhadap proses penyelenggaraan pelayanan
pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) DPMPTSPwajib melakukan pengawasan administratif terhadap ketaatan
penanggung jawab penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(5) Hasil evaluasi dan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada
Inspektorat Kabupaten LombokTengah.

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasa131

BABIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



(1) Peringatantertulis adalah sanksi yang dikenakan kepada penanggungjawab
usaha danIatau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha danIatau
kegiatan telah melakukan pelanggaranperaturan perundang-undangan dan
persyaratan yang ditentukan setelah melalui proses penanganan
penyelesaianpengaduan.

(2) Peringatan tertulis diberikan dalam tiga tahap, yaitu Peringatan Kesatu,
Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga dengan tenggat waktu masmg-
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ParagraC 1
Peringatan Tertulis

Pasal36

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

(1) Dalam hal hasil kajian Tim Teknis yang dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah teknis terkait ditemukan adanya pelanggaran terhadap
produk penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu, maka Tim
Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait menyampaikan rekomendasi
kepada KepalaDPMPTSPuntuk melakukan pengenaan sanksi administratif
berupa:
a. PeringatanTertulis;
b. PembekuanIzin;
c. PembatalanIzin;
d. Pencabutan Izin;
e. Penyegelan;dan
f. Pembongkaran.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran
berpedomanpada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pengenaan Sanksi AdministratiC

Pasa135

BABX
PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pengendalian terhadap proses penyelenggaraan penanganan pengaduan
pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan
secara melekat dan berjenjangoleh atasan langsung dan secara fungsionaloleh
aparat pengawasanfungsional.
(1) Kepala DPMPTSPmelakukan pengendalian secara berkala dan atau

insidentil terhadap proses penyelenggaraan penanganan pengaduan
pelaksanaan penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Hasilpengendaliansebagaimanadimaksud pada ayat (1),dilaporkankepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga)bulan sekali
danIatau secara insidentil dengan tembusan kepada Kepala Organisasi
PerangkatDaerah teknis terkait.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasa134
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(1) Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau
ruangan tertentu atau barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerakyang

Paragraf5
Penyegelan
Pasa140

(1) Pencabutan Izin adalah tindakan hukum yang tidak memberlakukan secara
tetap izin yang dimiliki, sehingga usaha danZatau kegiatan berhenti secara
permanen.

(2) Pencabutan Izin dikenakan apabila penanggung jawab usaha darr/atau
kegiatan telah menerima Pembekuan Izin dan mengabaikan ketentuan
seperti pada Pasal37 ayat (2).

(3) Kepala DPMPTSPmenyampaikan surat Pencabutan Izin kepada penangung
jawab usaha dan/ atau kegiatan dengan tembusan kepada OPD terkait
lainnya.

Paragraf4
Pencabutan Izin

Pasa139

(1) Pembatalan Izin adalah tindakan hukum yang berupa pernyataan
membatalkan izin yang sah karena tidak terpenuhinya sesuatu perbuatan,
keadaan dan/ atau persyaratan dalam proses penerbitannya.

(2) Pembatalan 12m dikenakan apabila dikemudian hari ditemukan
ketidaksesuaian dan/ atau pelanggaran terhadap persyaratan yang
dibutuhkan untuk terbitnya suatu izin.

(3) Kepala DPMPTSPmenyampaikan surat Pembatalan Izin kepada penangung
jawab usaha dan/ atau kegiatan dengan tembusan kepada OPD terkait
lainnya.

Paragraf 3
Pembatalan Izin

Pasa138

(1) Pembekuan Izin adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak
memberlakukan sementara izin/kegiatan usaha yang berakibat pada
berhentinya suatu usaha dan/ atau kegiatan.

(2) Pembekuan Izin dikenakan apabila telah melalui tahapan pemberian
Peringatan Kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga.

(3) KepalaDPMPTSPmenyampaikan surat Pembekuan Izin kepada penanggung
jawab usaha darr/atau kegiatan dengan tembusan kepada OPD terkait
lainnya.

Paragraf2
Pembekuan Izin

Pasa137

masing 15 hari kalender.
(3) Dalam peringatan tertulis harus mencantumkan identitas penanggung jawab

usaha darr/atau kegiatan, kronologi singkat kejadian, tempat dan waktu
kejadian, tindakan yang sudah diambil dan masa waktu berlakunya
peringatan dan tindakan yang akan diambil bila peringatan diabaikan.

(4) Kepala DPMPTSP menyampaikan surat peringatan kepada penanggung
jawab usaha dan/ atau kegiatan dengan tembusan kepada OPD terkait
lainnya.
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(1) DPMPTSP menyediakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
masyarakat;
a. Informasi persyaratan, prosedur, tata cara dan waktu pelayanan

pengaduan;
b. Informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses pelayanan

pengaduan;
c. Pejabat yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam

penyelenggaraanpelayanan pengaduan; dan
d. Maklumat pelayanan terpadu satu pintu.

DAB XII
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasa143

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sarna dan seluas luasnya untuk
berperan serta dalam hal pelayanan pengaduan terhadap pelaksanaan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Peran serta dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan dengan cara:
a. Melakukanpengawasan untuk peningkatan pelayanan pengaduan;
b. Memberikan saran dan atau pendapat dalarn rangka peningkatan

pelayanan; dan
c. Menyarnpaikan informasi berkenaan dengan produk dan kinerja

penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu.

DAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasa142

(1) Pembongkaranadalah proses perencanaan dan pelaksanaan membongkar
bangunarr/ struktur bangunan, sarana prasarana atau komponen barang
lainnya, sebagian atau seluruhnya dengan cara yang terkontrol.

(2) Pembongkaran danIatau kajian teknis dilakukan oleh OPO teknis terkait
sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pembongkaran dapat dilakukan oleh pemilik setelah dilakukan kajian oleh
OPDteknis.

(4) DPMPTSPsebagai OPD teknis penerbit izin menyiapkan Surat Keputusan
Bupati tentang penetapan pembongkaran setelah terlebih dahulu menerima
hasil kajian teknis pembongkarandari OPDteknis.

(5) Pembongkaran bangunan gedung dalam praktiknya harus berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor12 tahun 2012.

Paragraf6
Pembongkaran

Pasa141

dimiliki sehingga usaha dan/ atau kegiatan berhenti sebagian.
(2) Penyegelan dilakukan apabila tempat atau ruangan tertentu atau barang

bergerak dan/ atau barang tidak bergerak adalah bagian dari obyek yang
dipermasalahkan dengan maksud mengamankan dan agar tidak dapat
digunakan.

(3) Kepala OPMPTSPmenyarnpaikan surat permohonan Penyegelan kepada OPO
teknis dengan tembusan kepada OPO terkait lainnya.
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(1) Penyelenggaraan penanganan pelaksanaan pelayanan pengaduan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD.

(2) Pelaksanaan pelayanan pengaduan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu tidak dipungut biaya.

BABXVI
PEMBIAYAAN

Pasa147

Bentuk dan jenis format pengaduan dan lain-lain dibuat sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang tata naskah dinas dan peraturan perundang­
undangan lainnya.

BABXV
BENTUK DAN JENIS FORMAT DOKUMEN

Pasa146

(1) Kepala DPMPTSPwajib membuat laporan setiap bulan paling lambat
minggu kedua bulan berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
tentang penyelenggaraanpenanganan pengaduan pelaksanaan penanaman
modaldan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB XIV
PELAPORAN
Pasa145

(1) Kepala DPMPTSP wajib melakukan evaluasi pelayanan penanganan
pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu kepada masyarakat melalui penelitian Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penelitian SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan secara efektifdan efesien.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara
berkala kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah dan apabila diperlukan
dapat disampaikan kepadamasyarakat melaluimedia.

BAB XIII
EVALUASI
Pasa144

(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh
DPMPTSPsesuai tugas dan fungsinya.
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BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAHTAHUN2019 NOMOR

H. NURSIAH

Diundangkan di Praya
padatanggal, 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

.~. SUHAlLI

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal, .:t4 Ju f\i: ~19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa150

(1) DPMPTSP wajib mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dalamjangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak diundangkan.

(2) Proses pelayanan pengaduan yang sedang berjalan dan dalam proses
sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diproses berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebelumnya pada Dinas Penananaman Modaldan
PelayananTerpadu Satu Pintu KabupatenLombokTengah.

(3) Proses pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan oleh DPMPTSPsesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya
berdasarkan Peraturan Bupati 'Nomor80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokokdan Fungsi Dinas Penanaman Modaldan
PelayananTerpadu Satu Pintu.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa149

(1) Dalam hal Kepala DPMPTSPberhalangan dibuktikan dengan bukti tertulis
dari Pejabatyang berwewenang.

(2) Dalam hal Kepala DPMPTSPberhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja,
maka Bupati menunjuk pejabat penandatangan berkas-berkas penanganan
pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa148
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